Menimbang

Mengingat

BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 02 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS — DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang — undang Nomor 22

tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor
84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,
dipandang perlu mengatur pembentukan organisasi Dinas — dinas
Dacrah ;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka

peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara
berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu diatur dengan
Peraturan Daerah.

. Undang — undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah — daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

. Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

3. Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848 ) ;
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4. Undang — undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang tentang Pokok —
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang —
undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ( Lembaran Negara Tahun
1986 Nomor 8, Tambahan LLembaran Negara Nomor 3409 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 165 ),

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang — undangan
dan Bentuk Rancangan Undang — undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor

50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat
Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS - DINAS DAERAH.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
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4. Dinas Dacrah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang sclanjutnya disebut
DINAS ;

5. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang
selanjutnya discbut KEPALA ;

6. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan —
urusan Pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan Kewenangannya ;

7. Kepala Cabang Dinas adalah Pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Cabang Dinas
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan
yang selanjutnya disebut UPTD ;

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri .

BABII
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas — dinas Daerah.

(2) Dinas — dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
Dinas Pekerjaan Umum ;

Dinas Kesehatan ;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan ;

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja ;

Dinas Pertanahan ;

Dinas Pendapatan Daerah ;

N AL R W



BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam rangka
pelaksanaan tugas desentralisasi.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Dinas
mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya ;
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
¢. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup

tugasnya.

(4) Pada Dinas dapat dibentuk Cabang Dinas dan UPTD, berfungsi melaksanakan sebagian
tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

(5) Cabang Dinas dan UPTD scbagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, dipimpin olch
seorang Kepala Cabang dan seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Pertama
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 4

(1) Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum adalah melaksanakan kewenangan otonomi

Daerah dibidang Pekerjaan Umum.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas

Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

a. perumusan, perencanaan kebijakan  teknis pembangunan dan pengelolaan,
pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;

b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;

¢. pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas dibidang Pekerjaan Umum ;

d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
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Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 5

(1) Tugas pokok Dinas Keschatan adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah
dibidang Keschatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas
Keschatan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang keschatan ;
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
c. pembinaan terhadap UPTD dibidang kesehatan ;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 6

(1) Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah melaksanakan kewenangan
otonomi Dacrah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
c. pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas dibidang Pendidikan dan

Kebudayaan ;

d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Keempat
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan

Pasal 7

(1) Tugas pokok Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan adalah melaksanakan
kewenangan otonomi Daerah dibidang Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas
Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan ;
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
¢. pembinaan terhadap UPTD dibidang Pertanian, Perkebunan dan perhutanan ;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
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Bagian Kelima
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Pasal 8

(1) Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja adalah melaksanakan
kewenangan otonomi Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga
Kerja ;
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
c. pembinaan terhadap UPTD dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga
Kerja ;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Keenam
Dinas Pertanahan

Pasal 9

(1) Tugas pokok Dinas Pertanahan adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah
dibidang Pertanahan dalam pelaksanaan tugas Desentralisasi.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas
Pertanahan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanahan ;
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
c. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Ketujuh
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 10

(1) Tugas pokok Dinas Pendapatan Dacrah adalah melaksanakan kewenangan otonomi
Daerah dibidang Pendapatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas
Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan ;
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
¢. pembinaan terhadap UPTD dibidang Pendapatan ;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
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BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

(1) Dinas terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub
Bagian dan Sub Dinas terdiri dari Seksi.

(2) Pada Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai
dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku, yang membantu Kepala.

Pasal 12

(1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sub Bagian dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian.

(3) Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.

(4) Seksi dipimpin oleh secorang Kepala Seksi.

(5) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.

(6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai
Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Bagian Pertama

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
1. Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
2. Subbagian Keuangan ;
3. Subbagian Umum.
c. Sub Dinas terdiri dari :
1. Sub Dinas Survey dan Pengendalian, terdiri dari 4 ( empat ) Seksi, yaitu :
1.a. Seksi Survey ;
1.b. Seksi Pemetaan ;



1.c. Seksi Pengujian ;
1.d. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
2. Sub Dinas Bina Marga, terdiri dari 4 ( empat ) Seksi, yaitu :
2.a. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan ;
2.b. Seksi Jalan ;
2.c. Seksi Jembatan
2.d. Seksi Peralatan.
3. Sub Dinas Cipta Karya, terdiri dari 4 ( empat ) Seksi, yaitu :
3.a. Seksi Perencanaan Teknis Bangunan ;
3.b. Seksi Tata Ruang ;
3.c. Seksi Perumahan dan Gedung ;
3.d. Seksi Sarana Lingkungan Pemukiman.
4. Sub Dinas Pengairan, terdiri dari 4 ( emapat ) Seksi, yaitu :
4.a. Seksi Perencanaan Teknis Pengairan ;
4.b. Seksi Eksploitasi ;
4.c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan ;
4.d. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
e. Cabang Dinas, terdiri dari 18 ( delapan belas ) yang berada ditiap Kecamatan |
f. UPTD, terdiri dari :
1. Pemadam Kebakaran ;
2. Perbengkelan.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Pasal 14
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
1. Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
2. Subbagian Keuangan ;

3. Subbagian Kepegawaian ;
3. Subbagian Umum.



¢. Sub Dinas, terdiri dari :
1. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari 4 ( empat )
Seksi, yaitu :
1.a. Seksi Pengamatan Penyakit ;
1.b. Seksi Pencegahan Penyakit ;
1.c. Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang ;
1.d. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
2. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan, terdiri dari 4 ( empat ) Seksi, yaitu :
2.a. Seksi Penyehatan Tempat — tempat Umum dan Industri ;
2.b. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;
2.c. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;
2.d. Seksi Makanan dan Minuman.
3. Sub Dinas Kesehatan Keluarga, terdiri dari 4 ( empat ) Seksi, yaitu :
3.a. Seksi Penychatan Ibu dan Anak ;
3.b. Seksi Keluarga Berencana ;
3.c. Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat ;
3.d. Seksi Penyehatan Usia Lanjut.
4. Sub Dinas Pelayanan Keschatan dan Perijinan, terdiri dari 4 ( empat ) Seksi,
yaitu :
4.a. Seksi Puskesmas ;
4.b. Seksi Pembinaan Rumah Sakit dan Institusi Kesehatan ;
4.c. Regristasi dan Perijinan ;
4.d. Kefarmasian.
5. Sub Dinas Promosi Keschatan, terdiri dari 4 ( empat ) Seksi, yaitu :
S.a. Seksi Peran serta Masyarakat dan Jaring Pengamanan Kesehatan
Masyarakat ;
5.b. Seksi Komunikasi dan Edukasi ;

5.c. Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
5.d. Seksi Diklat Program Kesehatan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
e. UPTD, terdiri dari :
1. Puskesmas ;
2. Farmasi.

(2) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum

dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan dacrah

Bagian Ketiga...........
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Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 15
(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
2. Subbagian Keuangan ;
3. Subbagian Kepegawaian ;
4. Subbagian Umum.
¢. Sub Dinas, terdiri dari :
1. Sub Dinas Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar, terdiri dari 4 ( empat )
Seksi, yaitu :
1.a. Seksi Pendidikan Pra Sekolah ;
1.b. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar
1.c. Seksi Kurikulum ;
1.d. Seksi Sarana Pendidikan.
2. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Menengah, terdiri
dari 4 ( empat ) Seksi, yaitu :
2.a. Seksi Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
2.b. Seksi Pendidikan Sckolah Menengah ;
2.c. Seksi Kurikulum ;
2.d. Seksi Sarana Pendidikan.
3. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari 4
( empat ) Seksi, yaitu :
3.a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Kewirausahaan ;
3.b. Seksi Pemuda dan Olah Raga ;
3.c. Seksi Kurikulum ;
3.d. Seksi Sarana Pendidikan.
4. Sub Dinas Kebudayaan, terdiri dari 3 ( tiga ) Seksi, yaitu :
4.a. Scksi Seni Budaya ;
4.b. Seksi Sejarah, Seni Tradisional dan Musium Purbakala |
4.c. Seksi Sarana Pendidikan.
5. Sub Dinas Tenaga Pendidikan, terdiri dari 3 ( tiga ) Seksi, yaitu :
5.a. Seksi Tenaga Pendidikan Taman Kanak — kanak dan Sekolah Dasar ;
5.b. Scksi Tenaga Sckolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sckolah Menengah ;
5.c. Seksi Bina Tenaga Pendidikan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
e. Cabang Dinas, terdiri dari 18 ( delapan belas ) yang berada ditiap Kecamatan ;
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f. UPTD, terdiri dari :
1. Perpustakaan ;
2. Sanggar Kegiatan Belajar ;
3. Lembaga Pendidikan Formal Negeri.

(2) Bagan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini tercantum dalam lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan terdiri dari :

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
2. Subbagian Keuangan ;
3. Subbagian Kepegawaian ;
4. Subbagian Umum.
¢. Sub Dinas, terdiri dari :
1. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari 4 ( empat ) Seksi, yaitu :
1.a. Scksi Identifikasi dan Analis ;
1.b. Seksi Data Statistik ;
1.c. Seksi Penyusunan Program ;
1.d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
2. Sub Dinas Pertanian, terdiri dari 4 ( empat ) Seksi, yaitu :
2.a. Seksi Produksi Padi, Palawija ;
2.b. Seksi Hortikultura ;
2.c. Seksi Perlindungan, Tata Guna Air dan Tanah ;
2.d. Seksi Usaha Tam.
3. Sub Dinas Perkebunan, terdiri dari 4 ( empat ) Seksi, yaitu :
3.a. Seksi Pengembangan Usaha ;
3.b. Seksi Pengembangan Produksi ;
3.c. Seksi Perbenihan Perkebunan ;
3.d. Seksi Perlindungan Perkebunan.
4. Sub Dinas Perhutanan, terdiri dari 4 ( empat ) Seksi, yaitu :
4.a. Seksi Pengembangan Hutan ;
4.b. Seksi Reboisasi dan Konservasi Tanah ;
4.c. Seksi Perbenihan Hutan ;

4.d. Seksi
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4.d. Seksi Perlindungan Hutan.
5. Sub Dinas Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari 4
( empat ) Seksi, yaitu :
5.a. Seksi Tata Penyuluhan ;
5.b. Seksi Latihan dan Ketrampilan ;
5.c. Seksi Pengembangan Kelembagaan ;
5.d. Seksi Sarana Informasi.
d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
¢. UPTD, terdiri dari :
1. Pembibitan / Perbenihan.

(2) Bagan organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini tercantum  dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja
Pasal 17
(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja, terdiri dari :

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Subbag Penyusunan Rencana Kegiatan ;
2. Subbag Keuangan ;
3. Subbag Umum.
¢. Sub Dinas, terdiri dari :
1. Sub Dinas Perindustrian, terdiri dari 4 ( empat ) Seksi, yaitu :
1.a. Seksi Logam, Mesin dan Elektronika ;
1.b. Seksi Agro dan Hasil Hutan ;
1.c. Seksi Tekstil dan Aneka ;
1.d. Seksi Kimia dan Kertas.
2. Sub Dinas Perdagangan, terdiri dari 4 ( empat ) Seksi, yaitu :
2.a. Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ;
2.b. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen ;
2.c. Seksi Ekspor dan Impor ;
2.d. Seksi Pengadaan dan Penyaluran.
3. Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari 4 ( empat )
Seksi, yaitu :

3.a. Seksi.......
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3.a. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
3.b. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
3.c. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ;
3.d. Seksi Kesejahteraan Pekerja.
4. Sub Dinas Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari 4 ( empat )
Seksi, yaitu :
4.a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja ;
4.b. Seksi Pemberian Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja ;
4.c. Seksi Pemagangan
4.d. Seksi Kesejahteraan Penganggur dan Perluasan Kesempatan Kerja.
d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
e. UPTD.
- Lingkungan Industri Kecil ;
- Balai Latihan Kerja.

(2) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pertanahan
Pasal 18
(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari :

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Umum.
¢. Sub Dinas, terdiri dari :
1. Sub Dinas Tata Guna Tanah dan Tata Ruang, terdiri dari 2 ( dua ) Seksi,
yaitu :
1.a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang ;
1.b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Tata Guna Tanah dan Tata Ruang ;
2. Sub Dinas Pengaturan Pengusaan Tanah, terdiri dari 2 ( dua ) Seksi, yaitu :
2.a. Seksi Pendataan dan Penataan Penguasaan Tanah ;
2.b. Seksi Bimbingan Pengaturan Penguasaan Tanah.
3. Sub Dinas Hak — hak Atas Tanah, terdiri dari 3 ( tiga ) Seksi, yaitu :
3.a. Seksi Pengaturan Hak Atas Tanah ;
3.b. Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah dan Tanah Ulayat ;

3.c. Seksi......
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3.c. Seksi Penanganan Masalah, Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat.
4. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari 3 ( tiga ) Seksi,
yaitu :
4.a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;
4.b. Seksi Pendaftaran Tanah ;
4.c. Seksi Peralihan dan Pembebanan.
¢. Kelompok Jabatan Fungsional ;

(2) Bagan organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum
dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pendapatan Daerah
Pasal 19
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Umum.
¢. Sub Dinas, terdiri dari :
1. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendapatan, terdiri dari 3 ( tiga ) Seksi, yaitu :
1.a. Seksi Pendaftaran ;
P 1.b. Seksi Pendataan ;
1.c. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
2. Sub Dinas Penetapan, terdiri dari 3 ( tiga ) Seksi, yaitu :
2.a. Seksi Perhitungan ;
2.b. Seksi Angsuran ;
2.c. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
3. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari 3 ( tiga ) Seksi, yaitu :
3.a. Seksi Pembukuan Penerimaan ;
3.b. Seksi Pembukuan Persediaan ;
3.c. Seksi Pelaporan.
4. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari 3 ( tiga ) Seksi, yaitu :
4.a. Scksi Penagihan ;
4.b. Seksi Keberatan ;
4.c. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain.

5. Sub Dinas........
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5. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional, terdiri dari 2 ( dua )
Seksi, yaitu :
5.a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pendapatan |
5.b. Seksi Penggalian dan Peningkatan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
e. UPTD.
- Terminal.

(2) Bagan organisasi Dinas Pendapatan Dacrah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat — pejabat yang menduduki Jabatan eselon III, IV dan V, pada saat berlakunya
Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan Jabatan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 21

(1) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Tata Usaha,
Kepala Sub Dinas dan Kepala Scksi serta Tata Kerja Dinas — dinas Daerah akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas — dinas Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan yang
berlaku.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

L.

W

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 1990 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tegal ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1991 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Daerah Tingkat IT Tegal ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Tingkat IT Tegal Nomor 2 Tahun 1992
tentang Organisasi dan Tatakerja Puskesmas Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1995 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Daerah Tingkat I Tegal ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Daerah Tingkat IT Tegal ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Keschatan Kabupaten Daerah Tingkat II
Tegal ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1996 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten daerah Tingkat IT
Tegal ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat IT Tegal ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Tegal ;

Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Tegal Nomor 061/573 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tegal.



-17-
Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkandi : SLAWL
Padatanggal : 20 janyari 2ot

BUPATI TEGAL

SOEDIHARTO

poe -
Diundangkan di Slawi
pade szl 22 goruar! 2/

SEKRE (ARI RAH TEGAL

— et a—

"o'f,o-oa:z 973
; »TRQ0NH KABUBATEN TEGAL
XNomor: 62 YaHUr 260/




L

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 02 TAHUN 2001
TENTANG

PEMBENTUK AN ORGANISASI DINAS — DINAS DAERAH

I. UtMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur pembentukan
organisasi Dinas — dinas Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka
peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil
guna, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 13
Pasal 14 huruf e angka 1

Pasal 15 huruf fangka 3

Pasal 16 s.d Pasal 23

Cukup Jelas.

UPTD Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di
Kecamatan se Kabupaten Tegal.

UPTD Lembaga Pendidikan Formal Negeri adalah

SD Negeri, SLTP Negeri, SMU Negeri, SMK Negeri
se Kabupaten Tegal.
Cukup Jelas.



STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM NOMOR (.2 TAHUN 200 |
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH

KEPALA
BAGIAN
TATA USAHA
1 i
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PENYUSUNAN KEUANGAN UMUM
RENC. KEGIATAN
1 1 1 1
KELOMPOK SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS
JAB. FUNGSIONAL SURVEY DAN BINA MARGA CIPTA KARYA PENGAIRAN
PENGENDALIAN
| - e _|||I||J | -
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
SURVEY PERENCANAAN TEKNIS| | PERENCANAAN , PERENCANAAN | |
™| | JALAN DAN JEMBATAN TEKNIS BANGUNAN | | TEKNIS PENGAIRAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMETAAN . JALAN L TATARUANG | | EKSPLOITAST | |
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGUJIAN n JEMBATAN - PERUMAHAN & | | PEMBANGUNAN & | |
GEDUNG PEMELIHARAAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGENDALIAN | | PERALATAN SARANA LINGKUNG- | _| PEMBINAAN & | |
DAN EVALUASI — AN PEMUKIMAN PENYULUHAN
1 |
UPTD
. PEMADAM KEBARARAN CABANG DINAS
. PERBENGKELAN
BUPATI TEGAL

§_

SOEDIHARTO



STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 1I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN NOMOR Mz TAHUN 2001

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAER AH

KEPALA
BAGIAN
TATA USAHA
1
| | 1 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PENYUSUNAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN UMUM
RENC. KEGIATAN
| | [ 1 1
KELOMPOK SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS
JAB. FUNGSIONAL PENCEGAHAN & PEMRE - PENYEHATAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN PROMOSI
RANTASAN PENYAKIT LINGKUNGAN KELUARGA DAN PERIJINAN KESEHATAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGAMATAN | | PENYEHATAN PENYEHATAN PUSKESMAS PERAN SFRTA MASY.&JA-
PENYAKIT TTU & INDUSTRI IBU DAN ANAK | |RING PENGA. KES. MASY.[ ]
SEKSI SEKSI SEKST SEKSI SEKSI
PENCEGAHAN | | PENYEHATAN KELUARGA PEMBINAANRS & | | KOMUNIKASI -
PENYAKIT LINGK. PEMUKIMAN | | BERENCANA INSTITUSI KES. DAN EDUKASI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBER. PENYAKIT PENGAWASAN KUALITAS| PEMBINAAN REGRISTASI USAHA KESEHATAN
|BERSUMBER BINATANG AIR & LINGKUNGAN GIZI MASYARAKAT DAN PERIJINAN INSTITUSI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBER. PENYAKIT L MAKANAN & . PENYEHATAN | | KEFARMASIAN | | DIKLAT PROGRAM | |
MENULAR LANGSUNG MINUMAN USIA LANJUT KESEHATAN
UPTD
1. PUSKESMAS
2. FARMASI.
BUPATI TEGAL
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STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 02 TAHUN 200
TENTANG PEMBENTUK AN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH

KEPALA
BAGIAN
TATA USAHA
[
| 1 I 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PENYUSUNAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN UMUM
RENC. KEGIATAN
na | _1 1 _
KELOMPOK SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS
JAB. FUNGSIONAL PENDIDIKAN PENDIDIKAN PEND. LUAR SEKOLAH KEBUDAYAAN TENAGA
PRASEK. & SD SLTP & MENENGAH PEMUDA & OR. PENDDIDIKAN
I b | IS L
SEKSI SEKST SEKST SEKSI SEKSI
PENDIDIKAN | | PENDIDIKAN | | PLS DAN n SENIBUDAYA | | TENAGA o
PRASEKOLAH SLTP KEWIRAUSAHAAN DIK. TK & SD
SEKSI SEKST SEKSI SEKSI SEKST
PENDIDIKAN | | PENDIDIKAN | | PEMUDADAN | | | SEJARAH, NILAITRA-| TENAGA -
SEKOLAH DASAR SEK. MENENGAH OLAH RAGA DISIONAL & MUSKALA SLTP & SM
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
KURKKULUM | | KURIKULUM | | KURIKULUM | | SARANA L BINA TENAGA | |
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
SEKSI SEKSI SEKSI
SARANA SARANA L SARANA | |
PENDIDIKAN | PENDIDIKAN PENDIDIKAN
I 1
UPTD
- PERPUSTAKAAN
- SANGGAR KEG. BELAJAR CABANG DINAS
- LEMBAGA PENDIDIRAN
FORMAL NEGERL

BUPATI TEGAL

§
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STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN NOMOR ©2 TAHUN ZCO|
DAN PERHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
KEPALA
BAGIAN
TATA USAHA
1
i | | |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PENYUSUNAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN UMUM
RENC. KEGIATAN
[ | 1 i
KELOMPOK SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS
JAB. FUNGSIONAL BINA PROGRAM PERTANIAN PERKEBUNAN PERHUTANAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SDM

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

IDENTIFIKASI DAN - PRODUKSI PADI - PENGEMBANGAN . PENGEMBANGAN TATA -
ANALISIS DAN PALAWIJA USAHA HUTAN ™ PENYULUHAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
DATA STATISTIK - HORTIKULTURA - PENGEMBANGAN - REBOISASI DAN - LATIHAN DAN

PRODUKSI KONSERVASI TANAH KETRAMPILAN ]

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENYUSUNAN - PERLINDUNGAN, TATA PERBENIHAN | PERBENIHAN - PENGEMBANGAN -

PROGRAM GUNA AIR & TANAH PERKEBUNAN HUTAN KELEMBAGAAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI . SEKSI
EVALUASIDAN - USAHA TANI PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN SARANA
PELAPORAN PERKEBUNAN HUTAN INFORMASI
BUPATI TEGAL
SOEDIHARTO



STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN NOMOR 02 TAHUN 200(
DAN TENAGA KERJA TENTANG PEMBENTUK AN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
KEPALA
BAGIAN
TATA USAHA
L
I T -1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PENYUSUNAN KEUANGAN UMUM
RENCANA KEGIATAN
{ T T -
KELOMPOK SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS
JAB. FUNGSIONAL PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PEMBINAAN & PENGAWASAN PELATIHAN & PENEMPATAN
KETENAGAKERJAAN TENAGA KERJA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
LOGAM, MESIN DAN - BIMBINGAN USAHA DAN - PENGAWASAN KETENAGA- | PELATIHAN
ELEKTRONIKA [PENDAFTARAN mnwcéz__ KERJAAN DAN JAMSOSTEK TENAGA KERJA ]
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
AGRO DAN | METROLOGI DAN - KESELAMATAN DAN ] PEMBERIAN KERJA DAN
HASIL HUTAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KESEHATAN KERJA PENEMPATAN TENAGA KERJ.
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
TEKSTIL DAN ANEKA EKSPOR DAN IMPOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PEMAGANGAN
e e — — e
DAN SYARAT KERJA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
KIMIA DAN KERTAS | | PENGADAANDAN | | KESEJAHTERAAN | | | KESEJ. PENGANGGURDAN | |
PENYALURAN PEKERJA PERLUASAN KESEMP. KERJA
UPTD
- LIK
- BLK
BUPATI TEGAL
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STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERTANAHAN NOMOR ©2 TAHUN 200 |
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
KEPALA
BAGIAN
TATA USAHA
[ 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PENYUSUNAN KEUANGAN UMUM
RENCANA KEGIATAN
[ T | N
KELOMPOK SURB DINAS SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS
JAB. FUNGSIONAL TATA GUNA TANAH PENGATURAN HAK-HAK ATAS PENGUKURAN DAN
DAN TATA RUANG PENGUASAAN TANAH TANAH PENDAFTARAN
TANAH

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

PENDATAAN & PERENCA- - PENDATAAN & - PENGATURAN PENGUKURAN

NAAN TATA GUNA TANAH| PENATAAN HAK ATAS DAN PEMETAAN
DAN TATA RUANG PENGUASAAN TANAH TANAH

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

BIMBINGAN & PENG EN - - BIMBINGAN ] PENGATURAN TANAH - PENDAFTARAN

DALIAN TATA GUNA PENGATURAN INSTANSI PEMERINTAH TANAH Bl
TANAH & TATA RUANG PENGUASAAN TANAH DAN TANAH ULAYAT
SEKSI SEKSI
PENANGANAN MASALAH - PERALIHAN DAN .
PENYULUHAN DAN PEMBEBANAN
PARTISIPASI MASY.

§

SOEDIHARTO
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STRUKTUR ORGANISASI L/
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